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Padang Pariaman, September 2022
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
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BAB
PENDAMULLAN

AL Latnr Bolokivg

Anak ndatah bagion dan genetasi muda sebagal salah satuy
gy dnya manusio yang merupalan potensi dan penerus cita-cita
perjuanpan angsi, yang memiliki peran strategis dan mempunyadl
siel dar sifar khusus, memerlokan pembinean dan perlindungan
dalam rangka menjumin pertumbuhan tan  perkembangan fisilk,
mental, dan sosial seeara utul serasl dan sclaras serta seimbang.
Balam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar Negarn  Republil
mndunesia Tahun 1945, menjamin perlindungan dan kesejehteraan
depenap hiungsa Indonesia, Selain it Pasal 28 B ayat (2] mmerertukan
“Setiap anak berhik  atas kelangsungan  hidup, tumbuhb o dan
berkembang sertn berbak atas perdindungan dari kekerasan dan
diglknminast,”  Pengaturan  lersebut  mencerminkan  hesarnya
pechation pemerintah dan negara Indonesia akan perlindungan dan

kosepuhternan terhadap analk.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang
yang belum bemisia 18 taliung termasuk anak yang masih dalam
knndungan, Anak adalah amanah dan karunin Tuhan Yang Maha
Esa. dalnm divinyn melekat harkat dan martabat sebagal manusia
seutubhnyn. Dasar dord pembentukan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 wentang Perlindungan Analk yakni pada pertimbangan
babwa perlindungan anak  dalam  segala aspeknya merupakan
lndagan yuridis dan baginn  kegiatan  pembangunan  nasional,
khususnya dalam mewujudlan kehidupan anak dalam bérbangsa
dan  bernegardl!  Tanggung  jawab  dan perhatian Pemerintah
Indonesia terhadap hak anak diperkuat dengan hadimya Pasal 34
ayat (1] yang berbinyt:

"Fukir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh

negara ™.
Herdonsarkan kétentiunn Pusal 15 ayat [3) Peraturan Menteti

Negira Pemberdiavaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011

" Kol Perlindumpan Ansk Indomesta Pelitiban, Aporat Penggak Hikum temang Perfindungan
Ath, (ke KPA, ik 20
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tettang  Kebijnkan Pengembangan Kabtpaten/Kota  Layak Anak,
wehinggn  kerentunn ini  menjad)  disar hukum terhadagp
penpanggaran  pengembangan  Kabupiton/Kota Layuk  Anak
ﬁilﬂlmﬂkﬂi kepadn APBD Kaby paten

KLA ditaksanokan berdasarkan prinsip-prinaip yang melipun
tats pemerintahan yuog baile yaitu tranparans, akuntabllitas,
purtinipasi, lketerbulnn informasd, dan supremas hukum, non
dinkriminal; kepantingan terboik bag anak, hak untuk hidup dan
tumbuh ketnbung; dun penghargann terhadap pandangan ansk yiitu
mislibatknn dnnk  untule  berpartisipas  mengekspresikan
pandangannys secarn bebas terhadap segala seauntu hal yang
mempenghrihi dirivya. Strategl pengembangan  KLA di tingkat
Hastonal, provinai, dan kabipaten/kotn berupa pengintegranian hak
anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan serta dalam setinp whapan pembingunan
mulal  darl  tshap  perencannan, penganggaran,  pelaisanaan,
pemantayan, dan evaluasi

Kabupaten layak anak adalah lkabupaten vang didademiya
bertujuan untuk memberikan | perlindungan terhadap anak atau
upava untuk menjamin dan melindungi anak dan hal-haknys dalam
proses pombangunun berkelanjitan, Karena apabila kita melihat
permasalahan perlindungan di Kabupaten Padung Paraman  dird
tahur ke tahun mengalami perubshan yang cenderung
mengkhawatirkan, Balk itu dar segi jumlah maupun dari kualitas
masalnh, Hal tersebut terjadi  karena kurangnya  perhatian
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terhadap permasalshan
tersebut.  Penyebab lnin bisa fadi karenn kurangnya koordinasi
antara masyarikat dan instansl terkait. Makn sangat diperlukan
peran Peraturan Daerah dalam menyntukan pandangan-pandangan
tersebut yang berupa’ Pernturan Daerah tentang Kanbupaten Layak
Anuk. Sehingea dipandang perly untuk menyusun Peraturan Daerah
B. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maia
permasalahan  yang akan diursikan dalam  Kajian  Akademik
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Rancavipan Pornturan Daerah Kabupaten Padang Parlaman tentang
Kabuphten Layak Anok ini adalab sebagal bertkut:

& Mengapn perlu dibentuk Perds Kabupaten Layak Anak sehbagal
dasar dolam pemecatiin masalah tersebut di atas, yang berarti
membenarkan perlunya keterlibatan Daerali Kabupdten Padang
Parinman dalam penyelesalan masalah tersebut,

b Ape  varng  menjadi pertimbangan - atau landasan filosofis,
sokiologis, yuridin pembentukan Raperda  Kabupaten Padang
Parinmun tentang Kobupsten Lavak Anak.

. Api wasaran yang akan diwujudiomn, ruang lingkup pengaturan,
janpkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Kabupaten
Layak Anale,

€, Tujisan dan Kegunaan
Herdssarkan denpan ruang lingkup identifikasi masalah yang

dipapirkan di atas, maksud dan tujuan penyusunan kajian

akademik inl adaleh:

a  merumuskan mengapa diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten
Padang Parlaman tentang Kabupaten Layak Anak.

b. merumuskan  pertimbangan  filosofis,  sosiologis, vuridis
pembentukan rancangan peraturan daersh Kabupaten Padang
Pariaman tentang Kabupaten Layak Anak.

. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan armh pemgaturan dalam Peraturan
Dacrah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kabupaten Layak
Analc.

Sementara itu, penyusunan kajjian Akademik ini sebagai acuan
utau reforensl penyusunnn dan pembahasan Rancangan Peraturan
Daersh vang akan dibahas bersama antara Bupati dan Dewan
Perwalkilan Rukyst Doerah Kabupaten Padang Paraman dalam
penyusunan Peraturan Daerah,

D, Metode Penelitinn

Kajian Akademik tentang Penyelenggaraan Kabupaten Lavak
Anik di Kabupnten Padang Pariaman ini menggunakan metode
penelitian yuridia normatif yaity mengkaji, menelusuri, dan meneliti

L |
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data selunder ook berapn bahon hukum promer berapn perstemn
perundaogg isdangnn vang tecoit dengan Kabupaten loyak anol,
Bahan Bakom sekuder berapne literatur dan bahon kepustakann
linnyd vang teckat dengan maresd Kojon mengennd Pernturan

Doerah Kabupaten  Padaig  Packiman tenting  Penyeleonggarnin
Kabupoten Layak Anak.
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BAB I
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A.  Kajian Teoritis

Landasan teoritis adalah landasan untuk mengidentifikast teari
teori hukum umum maupun khusus konsep-kansep hukum, asas-
asas hukum. aturan hukum. norma hukum dan lain-lain yang akan
digunakan ssbagai landasan untuk membahas masalah penelitian.
Dalam penelitian ini diuraikan secara ringkas landasan teoritis yang
digunakan untuk membahdas masalah peneliban, dan dapat
mengidentifikasikan asas-asas hukum, teori-teori hukum serta
konsep hukum vang digunakan untuk membahas masalah
penyusunan Raperda Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Layak Anak.

1} kaonvensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA] merupakan instrumen intermasional
vang diratdfikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.7 Konvensi ini
dibagi menjadi delapan klaster. vaitu langkah-langkah
implementas:; definisi; prinsip-prinsip; hak sipil dan kebebasan;
lingkungan keluarga dan pengasuhan altematif, kesehatan
dasar dan keseiahterasan; pendidikan, pemanfaatan wakiy
luang, budaya, dan rekreasi; dan perlindungan khusus.

KHA Pasal 42 meryebutkan bahwa “Negara-negara Peserta
berupaya agar prinsip-prinsip dan  ketentuan-keterituan
Konvensi ini diketahui secara luas oleh orang dewasa dan anak-
anagk melalul cara-cara dan aktif® Salah satu upaya yang
dilakukan adalah desiminasi ke publik, antara lain kepada para
perancang  peraturan | perundang-undangan, | perencana,
pelaksana layvanan, dan auditbr pembanguinan, serta para
pendidik, pekerja sosial, aparat penegak hukum, tenaga medis,
dan yang bekerja bersama atau untuk anak.

Indonesia’ meratifikagi KHA dengan Keputusan Presiden No.
36/ 1990 tangeal 25 Agustus 1990 dan berlaku sejalk 5 Oktober
1990 Sebagal Negara yang mengikatkan diri pada sgebual

' Meoutunan Presidnn Namar 35 Tahun 1990 pads terggal 25 Agustid 1990
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2)

kesepakatan wmtang standar hak asasi manusia, Indonesia
terikat untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan dalam
standar tersebut dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak
asast manusia anak dengan standar yang telah ditetapkan oleh
KHA Nepara Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk
mengimplementasikan kewajiban-kewajiban vang ada dalam
KHA serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan
peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudlan

kewajiban tersebut,

Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak

Berituk implementasi vang dilakukan pemenntah [ndonesia

‘dalam mewujudkan kewajibannys terhadap ratifikasi KHA

adalah dengan ditetapkanmya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut
menjadi acuan terhadap peraturan-peraturan lainnya mengenai
hak anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga telah
dicantumkan tentang hak — hak anak., perlindungan anak,
kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga,
masyvarakat, pemerintah dan negara. ltulah acuan dari
peraturan  perundang-undangan tentang perlindungan  dan
pemenuhan hak anak secara umum,

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin,
yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia
delapan belas tahun: Bertitik tolak pada konsep perlindungan
anak vang utub, menyeluruh, dan komprehensip, maka
Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan
perlindungan kepada:  anak  berdasarkan RSAS-A5A%
nondikriminasi dan asas kepentingan vang terbaik untuk anal.

Upaya perlindungan anak harus dituangkan dalam bentuk
tertulis  berupa  peraturan-petaturan tertentu  untuk
memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan
anak, Peraturan fertentu tersebut di tingkat daerah dapat
dilakukan dengarn peraturan daerah (perda),

6
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Menurut  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tenmng
Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah sescorang
vang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masib dalam
kandungan.® Dalam Undang-Undang tersebut juga menjelasian
balwa periindungan terhadnp anak memiliki serangkaian
tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar anak
dapat Hidup, tumbub berkembang dan berpartinipnsi secara
optimal sesuni horkat den martabat  kemanusiaan serta
mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
detni terwujudnya anak Indonesin yang berkualitas berakhlak
mulia dan sejahtern.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
anak yang di dalamnya terdapat hak-hak anak antara lain

a. Anak berhak menikmall semua hakrys sesuai Ketentuan
vang terkandung dalam Dellarasi ini. Bahwa setiap anak
tanpa  kecuali harus dijamin  hak-haknya tanpa
membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, egama, pandangan politik atau pandangan lain,
kebangsaan atau tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran
atau status lain, baik vang ada pada dirinya maupun
keluarganva;

b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus
memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan
sarara lain; agar menjadikannya mampu  untuk
mengembangkan diti secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual
dan kemasvarakatan dalam situssi yang sehat, normal
sesuai kebebasan dan harkatnya.

& Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;

d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan
untuk tumbuh dan berkembang secarm sehat;

& Anok vang cacal fisik, mental dan lemah Kedudukan
sosialnya akibat suati keadaan tertentu harus memperoleh
pendidikan, perawatan dan perlakuan Khusus:

" Uniangrundang No 2% Tahun 2003 nmtgng Pertindungin Ansk
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f  Apar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan
hasmonis, i8 memerlukan kasih savang dan pengertian
Sedapat raungkin ia: dibesarkan dibawah asuhan dan
tanggungjawab orang (uanya sendiri, dan bagaimanapun
harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang
penuh kasih savang. Sehat jasmani dan rohani;

g Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma
sekurang-Kurangnya pada di tingkat sekolah dasar. Mereka
harus mendapat perlindungan yang dapat meninghkatkan
penpetahiuan umumnya, atau yang memungkinkannya atas
dasar kesempatan yang sama guna mengembangkan
kemampuar, pendapat pribadinya dan  perasaan
tanggungiawab moral dan sosialnya, sehinggn mereka dapat
menjadi anggota masyarakat yang berguna. Angle jugs
mempunyai kebebasan untuk bermain dan berekreasi yang
dinruhkan (ntuk tujuan pendidikan, masyarakat dan
pemerintah yang berwenang harus berusaha menmghkatkan
pelaksanaan hak ifi.

h. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam
menenma perlindungan dan pertolongan;

i. Anak harus dilindunm dari sebagal bentuk kealpaan,
kekerasan, penghisapan. la tidak boleh dijadikan subjek
perdagangan, artinya anak tidak boleh bekerja sebelum usia
tertentu, in tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang
dapat merngikan kesehatan atau pendidikannva, maupun
yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa atau
nkhlaknva;

{. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke
dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-
bentuk diskriminasi lainnya.

3} Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals Pemenuhan hak dan
perlindungan anak di Indonesia mempunvai hubungan vang
=ignifikan dengan pencapainn  Sustaninable Developmet Coals

8
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(SDGs) Indonesia. SDGs atau Sustainable Developmet Goals,
adalah  suatu kesepakatan dan  kemitraan global untuk
memperbaiki kesgjahteraan rakyat, yang mempunyal tujuan dan
batas waktu serta target tertentu. Dari 9 tujuan (butir) SDG yang
dicanangkan, 7 (tujuh) di antaranya terkait dengan hak anak,
vaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem,
mewujdukan pendidikan dasar untuk semua, mendorong
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuarn, menurunkan
anpka kematian anak, meningkatkan kesshatan ibu, memerang
HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya serta memastikan
kelestarian lingkungan, UNICEF Indonesia menyatakan SDG
memberikan sebuah kerangka bagi para pembuat kebijakan
untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak dapat terpenuhi.
Akan tetapi untuk menghasilkan dampak yang diharaplan ini,
keadilan harus dipahami oleh seluruh penduduk. Kecendenungan
data global menyatakan bahwa meskipun ielah ada kemajuan
umum, tetapi sebagian besar penduduk masih tertinggal,
sehingpa mengakibatkan meluasnya kesenjangan social-ekonomi,
dan semakin banyaknya orang yang kurang beruntung. Jika
sltuasi ini tidak dapat diperbaiki, pencapaian 500 tidak dapat
berkesinamblingan. Oleh karena itu. masalsh keadilan menjadi
sangat penting bagl pencapaian SDG secara herkesinambungan.
Untuk dapat mencapai apa yang telah dicananghan dan menjadi
tujuan dalam SDG, pemenuhan hak anak di segala bidang secara
komprehensif harus menjadi kewajiban bag setiap pemerintah
daerah, Penyusunan peraturan daerah yang menjadi payung bagi
penyelenggaraan perlindungan  anak, senantiasa  harus
dizssuaikan dengan tufuan dari SDG secara umurm dan secara

lhusus bagi pemenuhan hak anak di daerah
1. Pengertian Kabupaten Layak Anak

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang
aleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut gebagal permmegang
keluasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti lebih
Lhusls adalah semua lembaga negara seperti  diatur dalam
kenstitusi suaty  Negara, Pemerintah dalam arti sempit dapat
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diartican  sebogad  lembagalembaga  negaia yang  emegang
ekuimann eksokuttl sajn Sedanghkan pemerintah dalam arti sempit
viltt Tembagn Negarn yang memegangg fungsl birokras yaknl apart
pertrierirah vang cdinngkat dan ditunjuk bualan clipslity.

Berdasarkan pengaturmn langsung dalam Pasal 12 ayat (2] UU
Nowor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaly Dacrah, Passl tersebut
riemberikan kewonangan langsang kepada daorah untuk menangani
it menyeletiggiirilan perlindungan terhadap anak
Pembagian urusin pemerintnhan konkuren antarn Daermh provinsi
dengan Daerah  kabupaten/Kotn | walauplin  uruasan pemenntahan
savmin, perbedannnya akan nampale dard sknla atau mueng lingkup
urusan pemerintabian tersebut,

Kabupaten/kota mempunyval  urusan  pemerintahan masing:
masing yang sifstoya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat
hubungan antarn Pemerintaly Pusat, Dasrah provinsi dan Daerah
knbupaten/kotn  dalam  pelaksanaannyn dengan  mengacu  pada
Narma, Standar, Prosedur. dan Krterin (NSPK] vang dibuat oleh
Pomerintah Pusnt Di samping wrusan pemerintahan absolut dan
urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang i dikenal
adanya wrusan pemenntahan umum. Urugan pemenniahon amuam
menjodi kewenahgan Presiden sebagai kepaln pemenntahian yang
terkait pemeliharaan  ideclogl Pancasiln, Undang-Undang  Dasar
Negath Republik Indonesin Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Tka,
menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agamn, s dan
antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bemegara
serta  memfosilitasi  kehidupan  demokrutis.  Presiden  dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daermh melimpahkan
kopada gubernur sebagal kepala pemerintahan provinsi dan kepada
bupeh /wali kota sebagad kepala pemerintahan kabupaten /kota.

Kabupaten adalah pembagian wilayah administzasi di Indonesia
sotelah  Provinsl yang df pimpin olel  seorang Bupat.  Selain
knbupaten, pembagian Wilayah administrative setelah provinsi adalah
Kota. Secarn umum kabupaten dan kota memiliki wewenang vang
mirmn. Kabupaten bukantab bowshan dart proviosi karenn ity Bupat
dan Wall kota tidnk hmung;_un; Juwab kepadn Gubernur, Kabiupaten
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maupun kota merupakan dasrah otonom yang diberi wewenang
mengatur dan MENgUTus urusan pemerintahanya sendiri.

Sedangkan pengertian dari Kabupaten Layak Anak adalah
Sustu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan
komirmen dan sumber daya pemenntah, masyarakat dan dunia
usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam
kebijakan, program dan kegiatan untulk pemenuhan hak-hak anak®.
Tujuan adanya kabupaten layak anak adalah untuk membangun
inisintif pemerintnh kabupaten/kota yang mengarah pada upaya
rransformasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Right of The
Child) dari kerangka hukum kedalam definisi strategi dan imtervensi
pembangunan  dalam bentuk Kkebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang di tujukan untuk pemenuhan hok-hak anak,
pada suatu wilavah ksbupaten/kota®. Adapun indikator umum
Kabupaten /kotn Layak anak yaitu :

a. Ada Perda/Perbup/Perwali untuk pemenuhan hak-hak
anak berdasarkan KHA

b, Ketersedinan anggarun untuk pemenuhan hak-hak anaic

berdasarkan KHA

Adanya Forum Anak Kabupaten /Kota

d,  Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan kepada anak
terlntih KHA

e, Ketersedinan data anak terpilabh menurut jenis kelamin,
umur

f. Ketersedinan lembaga pelavanan bagi tumbuh kembang
dan perlindungan anak dan remajn berbasis masyarakat

g Keterlibatan dunia usaha dalam upaya tumbuh kembang
dan perlindungan anak

o

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak dapat dipungkiri lagi
bahwa suatu Peraturan Daerall tentang Kabupaten Layvak Anak di
Kabupaten Padang Panaman sebagai upaya untuk meraih koneep
tujuan perlindungan anak sedinl mungkin,

;whhwmmm\-hﬂ-mhwmr
ir
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B. Kajian Asas/Prinsip terkait Penyusunan Norma Peraturan
Daerah
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan

berbagal aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan
Perundang-undangan vang akan dibuat, yang berasal dari hasil
penelitian ®

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu
berpedotnan pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan
ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindar kesalahan dan
kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentuken

peraturan perundang-undangan dalam dua kelompok yaitu:
Asas-asas formil;

1.  Asas tujuan vang jelas , yakni setiap pembentukan
peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan
dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;

2 Asas organ/lembaga vang tepat, vakni setiap jenis
peraturan perundang-undangan harus dibuat eleh lembaga
atau organ pembentuk peraturan perundangundangan
vang herwenang; peraturan perundangundangan tersebut
dapat dibatalkan atau bata! demi hukum, bila dibuat aleh
lembaga atau organ vang tidak berwenang;

Asas kedesakan pembuatan pengaturan,

Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan), vakni setiap
pembentukan  peraturan  perundang-undangan harus
didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-
undangan yang dibentik nantinya dapat berlaku secara
efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan
baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap

PEAYLSUNANNYE;

o

Asas konsensus vakni bahwa setiap keputusan apapun
harus dilakukan melalui proses musyawarah,

Asas-asas materil:

1. Asas terminologi dan sistematikn yang benar (het beginsel
van duidelijie terminologle en duidelijke systematiek);

* Lamgean Undengunding Mo 12 Tuban 2011
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2. Aaas dapat dikenali (het beginsel van de kenbaarheid),
3. Asas perilakuan  yang sama dalam  hukum  (het
rechtsgelijkheidsbeginsel);
. Asas kepastinn hukum (hef rechtszekerheidsbeginsel);
5  Asas pelaksanaan  huokum  sesual  dengan  keadaan
individiial (het beginsel van de individuele rechtshedeling).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
mengingatkan kepada pémbentuk undang-undang agar selalu
memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
vang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan
Perundang-undangan harus dilakukan berndasarkan pada asas
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang

mehlputi:

a “asas kejelasan tujuan” , bahwa setiap Pembentukan
Persturan Perundang-undangan harus mempunyal (ujuan
yang jelas yang hendak dicapai;

b. “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” ,
bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus
dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk
Peraturan Perundang-undangan vang  berwenang,
Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan
atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara
arnu pejnbat veng tidak berwenang:

c. “asgs kesssuaian antara jenis hierarki, dan materi muatan”
, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus benarbenar memperhatikan - materi
muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki
Peraturan Perundang-undangan;

d. “asas dapat dilaksannkan®, bahwa setiap pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan
efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebutr di
cdalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun
vuridis;:
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¢. “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan®, bahwa setiap
Peraturan  perundang-undangan dibuat karena memang
berar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

[,  “"asas lkejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan
Perindang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penvusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum vang jelas
dan mudal dimengerti sehingga tidak menimbulkan
herbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

g “asas keterbukaan®, hahwa dalam Pembentikan Peraturan
Perundang-undangan mulai dari perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan bersifet transparan dan terbuka.
Dengart demikian, seluruh lapisan masyarakat mempuryal
kesempatan vang seluas-luasnva  untuk memberikan
masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
menjadi penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi, besar
kemungkinan dapat terfadl pembentuk Perda atas dasar intuisi
sesaat bukan karena kebutuhan masyvarakat Pada prinsipnya asas
pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan
dengan asas umum administrasi publik yang baik (general principles
of good administration}.”

Dalam hal ini mewujudkan kabupaten layak anak, diperlukan
juga pengetahuan seputar perlindungan anak. Supaya kabupaten
tesebut dapat menjamin perlidungan anak. Adapun pengertian
perlindungan anak yang di atur dalam Undang- Undang No 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diartikan sebagai segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungl anak- anak dan hak-
haknva agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

"Ateng Syufrudin, " Asas-asas Pemerintahan Yang Lpyak Pegangan Hagi Pengabidian Kepala
Daerah’, dalam Himpunar, Makalah Asus-asay {mum, Pemitiniahan Yang Bulk o LR,
penyaaun Pauhis Effendie Lotulung, Citra AdityaBakti. Banduing, POkt il 3839
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secarn optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
sorts miendnpat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi,

Ada empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Hak
Anok, vakni:
Prinsip non-diskriminasi
Prinisip yang terbaik bagi anak
Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan
Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

R Sl

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 teritang Hak Asasi Manusia dimana Pasal 52 hingga 66 telah
mencantumkan juga hak anak. Pasal 52 dan 53 Undang-Undang ini
misaloya, menyatakan:

al Setinp anak berhak atas perlindungan oleh orangtus,
keluarga, masyarmkat, dan negara.

b) Hak anak nadalah hak asasi manusia dan untuk
kepentingannya hak anak diakui dan dilindungt oleh
hukum bahkan seiak kandungan. Mengingat pelaksanaan
kewnjiban dan tanggungiawab orangtua, keluarga,
tasyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan
pertindungan  kepada  anak membutiuhkan perangkat
yuridis vang lebih rinci sebagai kemangka rujukannya
pemerintal memandang periu dibuat sebuah perundang-
undingan tersendiri.

Sedanghan Prinsip-prinsip dosar dalam penyusunan norma
perlindungan dan pemenubian hak anak yang terdapat pada pasal 2
U Pertindungan Anak No 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak , yaitil

1.  Non diskriminasi;

Setinp manusin tanpa kecuali anak, mempunyai perbedann satu
dengan vang lainonva  Namun  bukan berarti  diperbolehkan
melakukan pembedaan perlakuan  bedasarkan  suku,  agama,
golongan, pendapat, latar belukang orang tus maupun hal lamya.
Jikn di sangkut pautkan dengan perlindungan anak-anak adalah
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pahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya
tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, wama kulit, agama, status
sosinl, dan lain schagninya.

2. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak

Pengertiannya adalah bahwa semua tindakan yang menyanglut
anak yang di lakukan oleh lembaga-lembaga kesejahternan sosial
pemerintah atau badan legislatif, dan kepentingan yang terbaik bagi
anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam setiap pembuatan
kebijakan yang berkaitan dengan anak maka snak-gnak harus
dilibatkan, kemauan ariak harus menjadi dasar pebuatan kebijakan

itu sendin.

3.  Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup
dian Perkembangan:

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah
konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara
menyelurub demi anak itu sendiri. Hal ini depat dilihat pada
permasalahan hidup sehan-ban yang menyangkut kehidupan anak
seperti misalnya jalur pendidikan anak, yang biasanya sermgkali
menjadi keputusan sepihak orang e stag wali anek vang sah.
Tanpa memandang kepemtingan atau bakat vang dimilili anak itu
sendiri.

4, Menghargail Pandangan Anak

Prinsip keempat ini merupakan prinsip dasar sekaligus
landasar terkokoh bagi interpretasi serta pelakasaan keseluruhan
sis konvensi. Artinya setinp pandangan anak perlu diperhatikan
dalam setiap pengambilan keputusan vang akan mempengaruhi
kehidupan dan perkembangan anak terhadap prinsip ini. Komite
Hak Anak PBB merckomendasikan agar indonesin mengembangkan
kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik atas hak
pariisipatil anak. Secara khususnya memberikan hak anak untuk
didengar dan pendangannya di pertimbangkan pada seliap prosess
peradilan  dan  administatif yang mempengaruhi dia, contohriya
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adalah  dalam  bidang pendidikan, keschatan, lingkungan,
pengasuhan dan adopsi®

Yang perlu ditekankan adalah bahwa hak-hak yang diberikan
kepada anak harusiah dipenuhi oleh negam. ftentu saja termasuk
kelusrga dan mayarakat luas. Dengan  demikian dengonn
mempertimbangkan asas asas di atas maka diharap perlu Kabupaten
Padung Parfaman membuat Peraturan Daerah tentang Kabupaten
lavak Anak.

C. Kajian Praktik Penyelengparaan, Kondisi yang Ada, dan
Permasalahan

1. Aspek Geografis dan Demografis 2.1.1.1. Luas dan Batas

Administrasi

Dalum rangka menjawab tantangan dan permasalahan
pembangunan yang ada, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi
dan potensi daecrah vang dimiliki Hal ini bertujuan agar upava
pembangunan yang dilakukan dapat berdava guna, berhasil guna,
serasi, sclaras, seimbang dan berkelanjutan melalui  proses
pembangunan yang taat lingkungan. Terkait dengan hal itu, maka
periu dibahas mengenai masalah geografi dan demografi, sebab
masalah ini  akan terkait demgat  penyusunan Rencana
Pembanguran Jangka Menengah.

2. Kerakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Padang Parfaman merupakon suatu kabupalen yang
iermasuk dalam Sembilan belas wilavah yang ada di Propins: Sumaters
Rarnl, PBerdasarkan letnk geografisnva Kabupaten Padang Pariaman
memilild luas wilayah 1,328.79 Km2, dengan panjang garis pantni
42,11 Km, yang dimana memiliki batasan diantaranys.

Utiarn : Kabupaten Agam

Selatan © Kata Padang

Buorat ¢ Kot Pardiman dan Snmudemn Indonesin
Timar :  Kabupaten Solok dun Kabupaten Tanah Datar

* rasal 2 ungang wndang nemer S1 fabon T002 tentang perfindungan snak
iz
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Secnri Astronomis, Kabupaten Padang Paridiin terfetak uda
001 1-0049" Lintang Selatin (LS) dan antirm HEO30 100028° Bujur
Fimur (BT} Kabupaten Padang Pariaman tertagl alas tujuh belas
Ko trptant QRLRIRrmTTn:

Tabel 2.1
Jumiah Wmaﬂndi Kabupaten Padang Pariaman
S No | Kecamatan Luns Wikayah
1| Batang Anal 164,68 Km' =
2 | Lubuk Aluang 124,77 km'"
3 | Sintuak Toboh Gadang 32,65 Km’ o
4 | Ulakan Tapalih 23,01 km'
5 | Nan Sabaris 66,21 K um? __ B
§ | 2N 11Anam Lingkuang 064 Km
7| Anam Ungkuang 34,28 k' .
B | 2X11 Kayi Tanam 188,55 km "
'~ a [ ViiKeto 3,42 km'
|10 | Vil Kote Pataniuan 77,95 km’
13| Vil Koto Padang Sigo IR
12 | VKoto 66,91 km*
13 | V Koto Timur 66,45 R
14 | sungal Gatingglang 107,73 Km*
15 | Sungail Limau 9,36 Kem'
16 | Batang Gasan 76, zum-"_
17 | IV Koto Aua Malintang Hrﬂﬂm

Sumber . BPS Kabiipaten Padang Panaman
Dari tibel dintus, Kecamatun 2 X 11 Kayo Tanam teroatat memilik
wilavah paling luas, yakni 188,55 Kme. sedangkan wilayah yang terkecil
vaitt Ulakan Tapakih depgan luas wilayah 23,01 Km?

Gambar 2.1
Fﬂh Wi[wﬁl Kahupalm Puﬁang meurl

Sumber - BPS Kabupaten Padang Paraman
3, Sejarah

Padung Paviaman sebelumbya bernsal dard Pigaruvimng Harusangkar,
vang teretik df darck minangkabau | Pemda Tk | Sumbar, 19787 ).
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Menurul Tokoh Sumbar Buya Hamka mengatakan nama Pariaman sendid
herasal dari kila baliasa arab, “Barr aman” yang artinvid tanah daratan
amnan dan aeﬁ!nsa [ Suryvadi, 2004 92 ). Delam stilah lannye kods
Paratian berasal dari *parik nan aman” yeang artinya pelabuhan yang
aman, Kapa'-kapal yang smggah untitk berdagang di Bandar-bandar rantau
Pariaman dapat dengan aman berteansaksi dagang | Bagindo Armaidi
Tanfung, 2006 :1 ).8ebelumnya orang Eropa datang ke kawasan rantau
Pariaman, kota- kota pelabuhan penting dikawasan ini seperti pelabuhan
Pariaman dan Tiku sudah dikunjungi pelaut-pelaut dari Arab, China, dan
Guinrad (Survadi; 2004 @ 93], Setelah kemerdekaan, daerah administras
periode kolonial Paraman, Tikoe en de danau distristen, kemudian dizsahkan
menjadi Kabupaten Padang Parlaman berdasarkan Undang-Undang No. 12
Tabhun 1956 dengan by Kot Pariaman. Pada awalnya, kabupaten Padang
Pariaman sesuai dengan peraturan komisaris pemerintah di Sumatera No.
81/ Kom / U / 1948 Tentang pembaginn Kabupsten di Sumatera Tengah
vieng  berasel dard sebelas kabupaten dinteranya dischut dengan name
Kebupaten Samudera denpan ihu kotanya Paraman, meliput hewedanasn
Air Bangis, Pariaman, Lubuk Alung, Padang Luar Kofa, Mentawai dan
Nagari- nagari Tiku, Sasak din Katagan,

Kabupaten Samuderd inl terdiri darl tujuh belas wilayah (gabungan

nagar- -nagard). Kabupaten Padang Pariaman dibentuk dengan Undanpgz-
Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonon
kablipaten dalam lingkungan daerah Propinsi Sumaters Tengah, dimang
propifsi Sumatera Tengah dibentuk menjadi empat belas Kabupaten, yang
splnh satunyve adalah Kabupaten Padang Perimman dengan batas-batas
sebagar yiang dimaksud dalam Pasal | dorl Surat Ketetapan Oubernor
Militer Sumaters Tengah tangeal U November 19489 Ng. 10 /
GM [ ST.G /[ 49, dikurang dengan daerah kampung-kampung Ulak
Karang, Qunung Panggilun, Mampalam, Teluk Bayur, Seherang Padang,
diri Al Manis dari kewsdanaan Medang Kola vang lelal dimasukkan
kudplam daerah Kota  Podong, sebagal yang dimabksud  dalem Surat
Ketetapan Guberpor Kepalan Daerah Provisi Sumatersn Tenaah tanggal 15
Agustus 1950 dengan Nomor 65/G.P/50, Bupati Padang Parinman semasa
Agrest Militer BelandaTahun 1948 adalah Mr, BA.Murad,

Kabupnten Padang Pariaman sampal sekarang memiliki 17 Kecdmatan
dein 103 Nagari yvang telah dilakuksn pemekaran nagan sesuai dengan
Surat Gubemur Sumatera Barat Nomor 120 7 453 / PEM - 20116 tanggal 16
Mei 2016, sehinggn i Kabupaten Padang Parinman terdapat 103 Nagari
snmpal spkarang,
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4. Knrakteriatik Demografi
A Pertumbuban Penduduk Berdasarkan Jenis Kelnmin

pertumbuhan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman Tahun
2017 sampai 2021 mengalami  penurunan disetiap tahun.
Disshabkan, karena adanya penduduk Padang Pariaman yang
pindah ke kota lain atau merantau dan ada jugs yang meninggal
Dimana dapat kita lihat pada table di baweh ini.

Tabel 3.1
Panduduk berdasarkan jenis ketamin Tahun 2017 — 2021
No | Tal .fuﬁl(atamn _
1|0 236179 228.381
2 | 018 236179 278381
3 | 2019 214.735 216489
a_| 200 214735 216 489
5 | 2021 218133 218.760
Sumber | Profil ISDUKCARIL Tabun 2021
Tabel32
Panduduk Anak berdasarkan jenis kelamin Tahun 2017 - 2021
Ne | Tahun | i denis Kelamin__ ==
1 2017 133675 105.405
2 2018 133.675 105,405
3 2019 132,675 105.405
4 2020 77.281 72.496
5 2021 77.281 T2.496
sumber - Profil OISOUKCAPIL Tahun 2021
Tabel 3.4
Data kekerasan terhadap parempuan dan anak tahun 2017-2021 sebagal
berikut :
|
ALy T T T O, A - 7
it | e | s | seesia | , o | am | A
Tikbi Vsl
'_i 3 e __H_ | - — _i ..1 T
i " e — I e
L i 2 | I | R RER
£ | " g o N Es
7] | B — T
TMiAe | _I‘ T 1 = [ W - 9 B IR BICEECE
n
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i lWaan Implikast Penerapan Peraturan Daerah terhadap Aspek

Kehudupan Masyaralknt

Implikasi  penerapan Peraturan Dasmbh Rabupaten Padang
Parioman tentong Kabupaten Layak Anak akan dikaji kaitannya
ierhadap aspelk kehidupan masyarakat, dampaknyga terhadap aspek
belin kevangan daerah, dan terhadap aspelk koordinasi dengan
pasverrs it dean juga dinas-dinas terkait di Kabupaten Pasaman.

lmplikasi Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat adalah
Babwa Perda vang akan dibentuk ini akan mengatur tentang pola
perilalku masyarkat yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan

magyarakat yvang berkaltan dergan pengaturan perlindungan
analk, Perda Kabupaten Layvak Anak ind harus memperhatikan [aktor
sosinl-budays masyarakainya, agar pelaksanaannya efektif.

Aspek beban keuangan Negiara dalam hal ini APBD Kabupaten
Padang  Pariaman  akan menjadi  kajlan Perda ini, mengingat
kebutuban akan sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh
Pemda untuk menunjang terlalsananya Kabupaten Layak Anak ini.
Aspel  keuanpan daerah akan ‘berkaitan dengan  sosialisasi,
pembentulkan tempal naungan ramah anak dan lain-lain. Melalui
Peraturan Daerah ini masyarakat Kabupaten Padang Paramean
didalam untuk menvadar dan peduli terhadap Perlindungan anak.
Masvarakat juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
terhiadap tersedianyva lingkungan yang bersih dan dan mermnadai serta
meciptakan tempat-tempat rarmah anak, sehingga menunjang bagi
pelaksanaan  kehidupan  bermasyarakat, keluarga., dan
pemerintahan.
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BAB 111
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang Undang Nornor 23 Tahun' 2002 teritiang Perlindungan
Anak telaly memberikan dasar bagl penfinganan banyak masalah
unak. Undang-Undang ini juga merupakan Undang-Undang pertama
vang mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan halt anak di
Indonesin. Pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Di
bidang hukum, dengan adanya Peraturan Doerah tentang Kabupaten
Layek Anak di Kabupaten Padang Famaman ini mempunvai dasar
hukum vang lebih kuat untuk melindungi anak, terutama untuk
kasus kasus yang sebelumnya seperti: pelecehan, kekerasar dan
juga penclantaran’ di Kabupaten Pasaman. Adapun peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan laiinya vang terkait dapat
digolongkan dalam beberapa kategor, antara lain

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dt dulam permbukaan UUD Rl 1945 dalam pokok-pokok pikiran
telah  ditegaskan bahwa ‘“negars® mebndung segenap bangsa
indonesia dan seluruh tumpah darsh indonesia dengan berdasar
atas persatuan dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat mdonesia. Demikian juga
dinyatakan bahwa negara indonesia adalah berdasarkan aras huleum
[rechtstaal] dan tidek berdasarkan kekuusaan (machtstriat),

Sedangkan pengoturan tentung pemerintahan daerah farlihat
didalzm pasal 18 dan pasal 18a, yang dalam pasal 18 ayal (1)
menyatakan baawa " negam kesatuan republik indonesia dibagi
atas deernb-duerah provinsl dan dasrah pravinsi ity dibagi aws
kabupnten dan kots, yang tnp-tiap provinst, kabupaten dan kota ity
mempunyai pemerintahan dasrah vang distur dengan unsdang-
undang © , ayat (2] menyatakan . * penerintah dasernh provinsi,
daerah kabupaten dan kota mengstur dan mengurus sendini urusan
pettieritahan menurut assas otoromi dan tugas pembantuan “di
dalam pasal 18z avat (2) menyvatakan bahwa - “ hubungan keuangan,
“pelavanan umum, pemanfastan sumber dayr alam dan sumber duya
lainnya antara pemerintith pusat dan pemerintah daerah diaror dan
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dilaksanakan secara adil dan selamas berdasarkan undang-undang * (
prmandemen kedan |

Pasal 28b ayat (2] UUD Rl tahun 1945 menyatakan : * setinp
anak berhak atas kelangsungan hldup, tumbuh dan berkembang
sertn berhank atas perlindungan dan kekerasan dan disknminasi
famandemen kedua). Kemudian pasal 28c wyat (1) UUD Rl tahun
1945 menyatakan bahwa : “setiap orang berhak mengembangkan dirt
melalui  pemenuhan kebutuhan dasarnyn, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfant dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya
dan demi kesejahternan umat manusia® (amandemen kadua).

Didalam pasal 31 ditegaskan tentang pendidikan bahwa *tinp-
tiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasionn] vang diatur dengan undang-undang® (penyelenggarann
pengajaran int dilakukan bak melalui pendidikan formal maupun
non formal dari usia anak-anak sampai dewasa),

Diengan memperhatikan dan mencermati dengan seksama setiap
kalimat rtersebut dintas, sudah semestinya Kabupaten Padang
Pariaman dengan perangkat daerahnya membuat atayu menciptakan
suntu kabupsten yang memang layrk bagi tumbubh dan
berkembangnya unak-anak secarn wajar. Hal i harus mendapat
perhatinn dari pemangku/pemegang kebijakan untuk memberikan
pelayanan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak, agar terhindar
dari hal-hal yang negatif.

2 Undang-Undang Nomor 4 Taliun 1979 tentarig Kesejahteraan Anak
a. Pasal 2 memberikan payvung hukum sebagai jaminan atsas hak
anak dalam ayat-ayatnya sebagal berikut:

(1} Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan
bimbingan berdasurkan kasih sayang bak dalam
kelunrganya maupun di dalam asuhan khusus untuk
tumbub dan berkembang dengan wajar.

(21 Ansk berbak atas pelayanan untuk mengembangkan
iernampuan  dan  kehidupan sosialnye, sesual dengan
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kebudayaan dan  kepribadian bangsa, untuk menjadi
wirgn negara yang baik dan berguna.

(3] Anak berhak atas pemeliharman dan perlindungan, baik
semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

(4] Anak berhnk atas perlindungan terhadap lingkungan
hidup vang dapat membahaynkan atau menghambat
pertumbuhan dan perkembangannyn dengnn wajar.

by, Pasal 11 UU tentang Kesejahteraan Anak memberikan garis
besar tentang usaha-usaha untuk kesejahteraan anak dalam
avat-avatnya sebagai berikut:

(1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan,
pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi,

(2] Usaha kessjahteraan anak dilakulan oleh Pemerintah dan
atay masyarakat,

(3] Usaha kesejahteraan anak vang dilakukan oleh
Pemerintah dan atau masyarakat dilaksapnakan balk di
dalam muwpun di luar Panti

(4] Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan,
burtunn,  dan pengawasan terhadap usaha kesejahternan
anak yvang dilakukan oleh masyarnkat.

(5] Pelaksansan usaha kesejahteraan anak  sebagai
termaksud dalem ayat (1), (2), [3) dan [4) diatur lebih
lanjut dengan Peratiran Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Hak asasi manusia merupakan dasar yang secarn kodrati
melekat pada dirl manusia yang bersifut universal dan langgeng,
maka harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak baleh
dinbaikan, dikurangl atau dirampas oleh siapapun. Hal ini berarti
bahwa hak-hak anak seperti pengajaran, pendidikan, kescjahteraan,
perkembangan fisik dan psikologisnya harus mendapatkan perhatian
dimana anak itu berada, termasuk menikmati sarana - prasarana
untuk arak. Semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti
memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan
hau (pasal 8)

Demifldan  juga setiap wargn negarn berhak untuk hidup,
mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya,
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berhak atns rasa aman, damal, tentram. bahagia, sejahtera lahir
hathin. rermasuk berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
|pasal 9).dalam pasal 12 uu ini juga menegaskan bahwa: setiap
orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan prbadinya
untuk memperoleh  pendidikan, mencerdaskan dirinya  dan
meningkatian kualitas hidupnys &gar menjadi manusia yang
heriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia dan
sejahtern sesunl dengan hak asnsi manusia.

Bila memperhatikan dan melihat kalimat * setiap orang *, hal ini
harus ditafsirkan bahwa anak-anak juga memiliki hak ates
perlindungan dalam mengembangkan kepribadiannya dan untuk
memperoleh  pendidikan  dalam upava mencerdaskan dan
meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam memenuhan  hak-hak
tersebut, kewajiban dan tanggung jawab bukan saja terletak di
pundak pemerintah (baik pusat maupun daerah), akan tetapl jugs
diberikan kepuda mereka-mereka vaitu masyarakat untuk turut ikut
serts membantu mengemban anak tersebut.

Unituk melibatkan diri sehagaimana yang diatur dalam pasal 16
wu ini, vaity * setiap orang berhak melakukan pekerjaan sosial dan
kebajikan, mendirikan organisasi umtuk ity termasuk
menvelenggarakan pendidikan dan pengajaran, seria menghimpun
dana Untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan *

Untuk implementasi hak-hak anak telah dipertegas lagi dalam
Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 undang-Undang ini, seperti * setiap
anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga. masyarakat
dan negara (Pasal 52 avat (1)), termasuk anak yang cacat fisik
dun/atau  mental bethak memperoleh perawatan,pendidikan,
petatihun dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupannya sesual dengan martabat kemanusiaan meningkatkan
rasa percava diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara {Pasal 59).

Setinp nnak berhak wuntuk memperoleh  pendidikan  dan
pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan
minat, hakat dan tingkat kecerdasannya atau setiap anak berhak
mﬂ#ﬂ.mmmmﬂmmmmuﬁwntw
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intelektunlitna dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjong
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60 ayat (1)
dan ayvat (2]

Setinp annk berhak beristirahat, bergaul bermain, berekreasi
dengan annk yang sebaya sesuai dengan minat, bakat dan fingkat
kecerdasannyn demi pengembangan dirinya (pasal 61), setinp anak
berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan ekploitasi ekonomi
dan setinp pekeriann vang membahayvakan dirinya. sehingga dapat
mengganggy pendidikan, kesebatan Asik, moral, kehidupan sosial
dan mcﬁinl spiritualnys (pasal 64) dan sebagainya, termasuk
masyarakat luas juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam
mewuindkn hak-hak anak dalam perlindungan, penegakkan dan
pemajuan halk-hak asasi manusia.

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Dalam undang-undang ini perempuan dan anak adalah
kelompok yang pahng banyak menjadi korban tindak pidana
perdagangan orang Korban diperdagangkan tidak hanva untuk
tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga
mencakup bentuk eksploitasi lain,misalnya kerja paksa atau
pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.
Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan,
pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan
orang untuk tujuan merijebnk, menjerumuskan, atau memanfaatkan
orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengnn segala bentuknya
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, dtau memberi bayaran atau manfaat schingga memperoleh
petsetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban,

Oleh sebab it yang menjadi korban perempuan dan terutama
anak akan mengalami masalah prilaku mengapa demikian karena
mereka tidak terpenuhinya kebutuhannya. perempusan dsn anak
ndalah kelompokyang paling banyak menjadi korban tindak pidana
perdagangan orang  Korban diperdagangkun tidak hanya untuk
tujuan pelactinin atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga
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mencokup  hentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau
pelavanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Petaku tindak pidans perdagangan orangmelakukan perelnatan,
pengangkutan; pemindahan, penyembunyian, atay  penerimaan
avang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan
arang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
pemnlsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi
rentan, atau memberi bayaran atay manfant sehingga memperoleh
persetujunn dari orang vang memegang kendali atas korban. Pasal
65 menyatakan *Setinp Anak berhak memperoleh perlindungan dari
kegiatan  ekspolitasi  dan  pelecahan  seksual, penculikan,
perdagangan  anak, sera darl berbagai bentuk penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat adikitif lainnya".

Undapg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan
Duernh;

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayar (2) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah menentukan bahwa salah satu urusan
pemerintnhan wajib. yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
vang diberikan kepada pemerintahan daerah ialah urusan
perberdavaan perempuan dan pelindungan anak. Oleh karena itu,
hal tersebut semakin menegaskan bahwa daerah otonom memiliki
kewenangan Untuk mengatur hal tersebut dalam produk hukum
berbentuk peraturan daemh.

i dalam Undang-Undang FEMDA tepatnya pada lampiran
mengenal  tentang  bidang  pemberdayaan  perempuan dan
perfindungan anak telah ditegaskan bahwa pemernintah kabupaten
mengemban tugas mengumpulkan, mengelola, menganalisis data
gender dan anak serta pengembangan peningkatan kualitas hidup
anak , pencegahan kekerasan terhadap anak dan yang memeriukan
perlindungan khusus yang dimana tidak boleh diabaikan oleh
pemerintah,

Tugas dan kewenangan bidang anak ini termuat dalam lampiran
updang-uidang nomor 23 Tahun 2014 tenfang pembagian urusan
pemetintahan konkuren antara pemerintah pusat dengan dearah
Provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun Pasal 9 yang juga
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mengatur mengenal permasalahan kewenangun urusen tersebut,
sebogat bertkut:

a.  Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan amum

b, Urusan pemerintahan absolut scehagnimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Urusan Pemesintahan yang sepenuhnyn
menjadi kewenangan Femerintah Pusat.

¢ Urugan pemerintohan konkuren sebagatmana  dimakeud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagl
antarn Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/ kota.

d. Urusan pemeriniahan konkuren yang diserahkan ke
Daermh menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah

¢, Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada
avat (1) adalah Urusan Pemerinuahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagnimana telah diubah beberapn kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2016 tenfang Penctapan Peraturan
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubehan Kedun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anaok Menjadi Undang-Undang;

Seorang unak adalal amanah dan karunin Tuhan Yang Maha
Esa, vang dalam dirinva melekat harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. menimbang dalam UU Nomor 35 tahun 2014
menyvebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin
kesgiahteraan  tHap  wargn  negamnya, termasuk  perlindungan
terhadap hak anak vyang merupakan hak asasi  manusia
Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas
pertindungan dan kekerasan dan diskriminas merupakan hak-hok
anak vang haruslah dipenuhi oleh negara, karenan anak adalah
tunan, potensi, dan generasi muds penerus cita-cita perjunngan
barigsa, yang memiliki peran strategis dan pempunyai cirl serta sifat
khusus yang menjarnin  kelangsungan eksistensi negarn dimasa
depan.

b2 ]
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Dengan demikiam agar setiap anak kelak mampu memiku)
tanggung jawab itu, maks anak perlu mendapatl kesempatan yang
seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secarn optimal, baik
fisik, mental maupun soslal dan berakhlak mulls, maka perlu
dilakukan upsya periindungan serta  untuk  mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminen  terhadap
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminas

Penyelenggaraan  perlindungan terhadap anak merupakan
tanggung jawal) kita: Bersama, bukan hanyva menjadi tanggung jawab
negata, sebagaimana pasal 20 Undang-Undang Nomer 35 Tahun
2014 menyatakan bahwa Negars, Pemerintah, Pemerintali Daerah,
Masyvarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan
bertangeung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.
salah saty  perwujudan pemerintzh memberikan  perlindungan
terhadap anak vaitu dengan menjamin pemenuhan hak-hak anak
melehn prrumusan dan pelaksanaan kehijakan, vang dalam hal ini
pemeriniah daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
melaksanakan dan mendukung kebijakan nasionsl dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah

Lalu Kebijakan tersebut aleh daerah diwujudkan melalui upava
membangun kabupaten/leota’ layak Anak sebagaimans vang
diamanatkan dalar Pasal 21 ayat (5] Undang-Undang Nomoor 35
tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomaor 23 Tehun 2002
tentang  Perlindunpgan Anak. Dalam pelaksanaan  membangun
kabupaten/kota layak anak maka pemerintah daerah  waiib
memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber
daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 Tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Presiden ini memberikan arahan mengonal bagaimana
pelaksanaan Padal 21 ayat 6 Undang-undang Nomar 23 Talun 2002
tentang Perlindungan Anak. Peratiran Presiden Nomor 25 Tahiun
2021 pada pasal 7 ayst 3 berbunyi Penyelenggaraan KLA
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan
Daerah.
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8. Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri ini memberikan arahan mengenal bagaimana
pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan di daerah dan
tahap perencanaan, Pelaksanaan, pemantagan dan evaluasi,
pelaporan  pendanaan, serta pembinaan dan pengawasan, Pada
tahap perencanaan sebagaimana dalam Pasal 7 menyatakan bahwa
Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban mengintegrasikan
kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam
perericanaan pémbarigunan daerah. Kemudian pada ketentuan Pasal
13 sampdi dengan Pasal 15 membenkan arahan secara khusus
untuk pelaksanaan perlindungan arak di tingkat kabupaten/kota

Secara rinci dalam pasal 13 menyatakan bahwa Bupati dan
Walikota dalam melpksanakan kebijakan, program, dan kegiatan
perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak,
maka salah satu upaya yang harus dilakukan vaitu menvediakan
pelayanan  perlindungan anak. serta pembentukan  dan
pengembangan Kabupaten Layak Anak, Schingga. Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Ansk
harus dijadikan salah satu dasar dalam pembentukan Peraturan
Daerah ini.

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Nomor B Tahun 2011 tentang Kebijakan Femenuhan Hek Pendidikan
Anak;

Dalam menimbang Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa
getiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannva sesual
dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu pemerintah dan
pemerintah  daerah memiliki  kewajiban  dalam  memberikan
pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya
Pendidikan vang bermutu bagi setiap warga negara. Pada kenyataan
vang terjadi, anak-anak Indonesia banvak yang belum terpenuhi
haknyva di bidang Pendidikan hal ini disebabkan adanya pengarub
kondisi sosinl dan keterbatasan kemampuar Keluarga, sehingge
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10.

anak tidak dapat melanjutkan Perididikan ke jenjang vang lebih
tinggl. Maka pemerintah melakukan upayn dalam pemenulin hak
Pendidikan anak vang di tuangkan dalam suatu rencoans aksi
nasional berupa program  kegiatan  tentang  pemenuban  hak
Pendidikan analk.

Ketentian Pasal 7 dan 8§ dari Peraturan Menteri Negara
Pemberdaysan Perempuan dan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Memberikan arahan
bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Alks) Daerah
tentatig  Pemenuhan Hak Pendidilan Anak di daersh  yang
disesuaikan dengan kondisi, situasl, kebufuhan, dan kemampuan
daerah.

Lalu pelaksanaan Rencana Aksi Dacrah  Pemeruhan  Hak
Fendidikan Anak di daerah dilakukan oleh dinas instansi terkait dan
masyarakat di daerah yang disesuakan dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing: keterkaitan beberapa pihak antara
kementerian/Lembaga, ormas, masyarakat, Lembagn swadaya
masyarakat dan organisasi profesi akan memberikan energi dalam
pelaksanan  program dan  kegiatan vang berkaitan dengan
pemenuiban hak Pendidikan anak di Daeral.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayasn Perempuan dan Anak
Nomer 11 Tahun 2011 tertang Kebijakan Pengembangan Kabupaten
/Kota Lavak Anak

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi di samping ltu lerdapat urusan pemerintahan di bidang
perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak ansk agar anak dapat hidup, tumbuh
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sehingga untulk
menjamin hal tersebut maka im dilakukan melalui pengembangan
Kabupaten Layak Analk. Hal ini juga merupakan jawaban terhadap
lantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak,
maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembang-
ar, Kabupaten/Kota Layak Annk. Berdasarkan ketentuan Pasal 15

‘ayat () Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuat dan
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Anak Nemor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penpembangan
Kabupaten/Kota Lavak Anak, sehingga ketentuan inl menjadi dasar
hukum terhadap pehganggaran pengembangan  Kabupaten /Kota
Lavak Anak dibebankan kepada APBD Kabupaten

Kebijakan Pengembangan KLA di dalum Peraturan ini terdapat
pada pasal 6 yang mana Hak Anak itu sendin meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan,

b, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
keaehatan dasar dan kesejahteraan;

=]

&

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan
budava) dari
e, perlindungan khusus.

Selain itu pada pasal 7 disebutkan mengenai Strategi
Pengembangan KLA (Kabupaten Layak Anak) di tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota yang dilakukan dnegan cara
pengintegrasian hak anak dalam;

a. sctlap proses penyusunan kebijakan, program,; dan

kegiatan pembangunan;

b.  seiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pada pesal selanjutnya yaitu Pasal 8 mengatur mengenai
tahapan pengembangan Kabupaten Lavak Anak itu sendiri, tahapan
itu sendiri menyanglkut hal-hal berikut ini:

#. persiapan;

b. perencanaan]
. pelaksanaan:
d.  pemantavan,
e evaluasi; dan

—
a

pelaporan.
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten /Kota Lavak Anak;
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 avat (1) butir a Peraturan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011
fentang Indikator Kaﬁupatm! Kota Layak Anak ini menyvebutkan
bahwa pemerintah, pemerintah provingl  dan  pemerintah
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kabupaten /kota, dalam perenicanaan, pelaksanaan, pemantavan dan
evaluast kebijakan, program dan kegiatan pembangunan  yang
ditujukan untuk pemenuhan hok anak melalui perwijudan KLA
Indikator ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah,
pemerintah  provinasl, dan  pemerintah  kabupaten/kata  dalam
perencannan, pelaksanann, pemantauan dan  ednluast kebiljakan,
progam dan kegiatan pemenuhin hak arak untuk mewujudkan
RLA,

Dalam pasal Pasal 4 dan Pasal 5 disebutkan mengenad Indikator
KLA terkait dengan pemenuhan hak anak. Setiap kabupaten /kota
dapat dikategorikan sebagni KLA apabila telnh memenubn hak anak
vang diukur dengan Indikator KLA  Indikator KLA sebagaimana
dimakstd dintas adalah meliputi hal hel sebogni berikaut:

A peaguntan kelembagaan; din

b klaster hak anak;

Selanfutnya klaster tersebit diatur lebih lanjut dan pasal 7
sampai dengan pasal 13,

| 2. Perutiran Menteri Negarp Pembérdaysan Perempuan Nomar 11
Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten [Kota

Hal vang ditonjolkan dalam  ini adalah bahwa dalam setiap
thapan kegintan tersebut wajib mempertimbangkan  pandangan
anak yang diperoleh melalui konsultasi apal Konsultasi anak
tersebut dapat dilakulom misalnya melaful pertemuan konsultatif,
menjaring  pendapat  anak  dan  penyediann prosedur  yang
memungkinkan suarn anik benar-benar diperhatikan

Kemudian sda beberapa ketentuan dalam Permen oy yang
Herkaitan eral denpan penpgembangan KLA di tnghat kabupaten
khususnys, seperti Pasal 3 ayat [1) yang  memerintabican
pembenitulomn gugus tugas KLA di kabupaten serta tahap tahap
perencannat pembentukan KLA hingga kewajiton membunst RAD-
KLA Remmudian Pasal 13 yang menyatakan bahwae pembebanan
ponganggaran  pelaksanaan  pengembangan  KLA - pada  APBD
Kabupaten. Sehinge. pada akhimya dapat kita pahamé baliwa
permerintah daerah memililo perwosn utama dalum pengembangan
KLA di diserahy.
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BAB |V
LANDASAN FILOSORIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Lampitan 11 Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembeniukan Produk Hukum Daersh
angka 4 Bab IV menyebutkan Landasan tiga syarat penting dalam
pervisunan Pératuran Daerah vaitu:

1. landasan Filosofis;

4. Landasan sosiologis, dan

3. Landasan yuridis.
A, Landasan filosofis

Lampiran | Undang-Undang Nemor 12 mhun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahws
landasan {ilosofis merupakan pertimbangin atau alasan yang
menggambatrkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbang-
kan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliput
suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesin vang bersumber
dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negaa
Republik Indonesis Tahun 1945

Femenuhan dan Perlindungan hak anak dalam Pancasila dapat
ditemukan pada stla kedua dan kelima. Sila kedua adalah
kemanusiaan vang adil dan berndab sedangkan sila kelima adalah
keadilan sogial bag seluruh rakyat Indonesia, Secara tersirat sila-sila
tersebut  terkait dengan  upayn perlindungan  anak.  Amanat
penyelenggarian perlindungan anak juga tercantum dalam Undang
Undung Dasar 1945.

Aminal, penyelenggaraan perlindungan anak tercantum daiam
Undang Undang Dasar 1945 (Perubahan 11, 18 agustus 2001, Pasal
288 dyat 2 yang berbunyi | “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbub, dan berkembang serta berhak atas perlindungan
darf kekeragan dan diskriminasi®

Tujuan pembentukan Pefatumn Daerah Kabupaten Padang
Pariaman tentang Kabupaten layak Anak. adalab untuk mewijudkan
nilai nilal Pancasila dan Pembukann Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sertn Pokok Pokek Pikiran yang

5
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terkandung didalamnya dalam rangka memberikan perlindungan
terhadap Anak, penghormatin harkat dan martabat Anak,dan
pemenuhan Hak Hak Anak sesuai dengan nilai-nilal Pancasila dan
pembukann Undang Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945,

Pengan demikian yang menjadi dasar filosofis dari Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Kahbupaten
Layak Anak ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia
yang telah termunmt dalam Pancasila dan Pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangarn atau alasan vang
menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam berbagal aspek. Pemenuhan dan
perlindungan hak anak ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah
Kabupaten Pasaman. Hal inl dikarenakan berbagai masalah yang

berbubungan dengan anak semakin hari semakin bertambah dan
tidak adanva payung hukum untuk melindungi mereka.

Selain itu, banyaknya pengaruh buruk terhadap pengasuhan
dan perawatan anak yang berakibat pada eksploitasi anak secara
ekonomi, “ekerasan, penslantaran anak dan bahkan sampai pada
kekerasan scksunl pada anak. Dengan demikian, maka landasan

sostologis inl akan menjadi payung hukum, status hukum, serta
kejelasan perlindungan terkait kekerasan anak yang terjadi di
Kabupaten Padang Parinman,
C. Landasan Yundis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang
menggambarkan bahwa peraturan yvang dibentuk untuk mengatasi
permasaldhan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada. Landasan vuridis
menvangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi

atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk perundang-
undangan yang baru.

Berdasarkan angaka 24 Lampiran Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 menyatakan bahwa konsideran Peraturan Daerah

cukup memuat satu pertimbangan yang berisi umian ringhkas

IE

Dipindai dengan CamScanner



mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa
pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang
memerintahkan pembentukan Peraturan daerah tersebut dengan
mennjuk pasal atau beberapa Pasal dari Undnag-Undang atau
Peraturan Pemerintah vang memerintahkan pembentukannya.

Perivelenggraan Kabupaten Layak anak merupakan perintah
langsung dari Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang
menvatakan bahwa perlu menetapkan  Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Meskipun peraturan’ perundang undangan telah mengatur
untitk memenuhi dan melindungi hak anak, tapi perlindungan anak
di Kabupetan Padang Parlaman pada nyatanva belum terlaksana
dengan baik. Berdasarkan data-data yang kami lelaah, masih
banyak teriadi kasus-kasus yang tidak sepatutnya seperti, tindak
kekerasan, pelecehan seksual, dan banyaknya anak terlantar. Dleh
sehab itu, sangat diperlukan Peraturan Daerah Kabupeten Padang
Pariaman tentang Kabunpaten Layak Anak untuk memberikdn
perlindungan terhadap anak di kabupaten Padang Pariaman.
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BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan

Rancangan Peraturan Daerah fentang Penyelenggaraan
Kabupaten Layak Anak disusun sebagal pedoman bagi Pemerintah
Daerah, Masyarakat, media massa dan Dunia Usaha dalam
pengaturan KLA di Daerah.

Adapun Pengaturan KLA di daerah bertujuan untuk:

a mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah
dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha
dalam melaksanakan pembangunan yang peduli terhadap
pemenuhan hak Anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi
Anak, sehingga Anak tumbuh berkembang menjadi Anak yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhluk
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis di

Daernh;

b, mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan,
sarana, prasarana dalam upaya pemenuhan hak-hak Anak secara
terencana, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;

¢. menerapkan KLA dengan menyelaraskan antara strategi dan
perencanaan pembangunan Daerah; dan

d. melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-
hak Anak.

B. Arah Pengaturan

Argh pengaturan dari Peraturan Daerah ini menyesuaikan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Padang Panaman serta visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman.

C. Ruang Lingkup
1. Keteptuan Umum memuat rumusan akademis mengenal
pengertian istilah dan frasa.
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Dalam Rancangan Peraturan daerah teniang KLA telah
dirumusakan Ketentuan Umum dengan berpedoman pada
angka 98 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
sehagal berikout:

1]  Daerah adalsh Kabupaten Padang Pariaman.

2] Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman.

3} Perangkat Daernh adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penvelengraraan
Urusan Pemerintalian yang menjndi kewenangan Daerah.

4)  Anak adalah seseorang vang belum berusia I8 tuhun
termasuk Anak dalam kandungan,

5| Hak Anak adalih hak azazi Anak sebagaimana tercantum
dalam konvensi hal Anak yang wajib dijamin, dilindugi,
dan dipenuhi oleh  Pemerintah  Kabupaten dengan
dukungan dori Orang Tua, Keluarga, swasta, dan
Masvarakat.

6) Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya di singkat KLA
adalah kabupaten dengan sistemn pembangunan  yang
menjamin pemenuban hak anak dan perlindungan khusu
anak vang dilskukan secara terencana, menyeluruh dan
berkelanjutan

71 Perlindungan Anak adalah segaln kebijakan untuk
menjamin dan melindungt Anak dan hak-haknva agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuni dengan harkat dan martabat
kemanusiaan serta mendapat perlindungan khusus dari
kekerasana dan diskriminasi.

#) Pemenuhan Hak Anak adalah Perlindungan Anak yang
diberikan oleh pemerintah dalam bentuk menjamin hak
sipil dan kebehasan, lingkungan Keluarga dan
pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan
Anak, pendidikan, pemanfastan waktu luang dan kegiatan
haddaya.

9) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan
yang diterima oleh Anak dalam situas: dan kondis:
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tertentu  uptule  mendaputkan  jaminan chss aman
terhadap ancaman yang membahayakan dirt dan  jiwa
dalam turmbuh kembangnya.

10) Rencana Aksl Daerab Layak Anak yang selanjutnya
distnpgkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat
kehijakan, program, dan kegintan untuk mewujudkan
kubupaten layak anek.

11) Indikator KLA adalah wvariabel yang membanty dalam
mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah
daerah dalam mengupayakan terperiuhi hak Anak untuk
terwijudnya kabupaten layak Anak.

1) Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami
suaty wilayah administrasi pemerintahan tingkat jorong,
nagari dan kecamatan yang resmi dan bekerjasarma dalam
kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan rmenaati
aturan yang ada.

13 Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang
terdiri atas suami istri, ateu suami istri dan Anaknya,
atau avah dan Anaknya, ateu ibu dan Anaknya, atau
Keluarga sedarsh dalam garis lurus keatas atau kebawah
sarnpal dengan dernjat ketiga.

14) Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah
dan/ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.

15) Gugus Tugas Kabupaten Layak Angk vang selanjutnya
disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di
tingkat daerah yang mengkoordinasikan kebijakan,
program, dan kegiatan untuk mewujudkan kabupaten
layak anak.

16) Magari Pedull Anak adalah pembangunan nagarn yang
menyatukan komitmen darl sumber daya pemerintah di
tingkat Nagari, dalam rangks menghormati, menjamin dan
memenuhl halk Analk, melindungi Anak dan tindak
kekerasan, eksploitaai, pelecehan, diskriminasi, dan
mendengar pendapit Anak, vang direncAnakan secara
sadar, menveluruh dan berkelanjutan
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17) Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak untuk
menjamin hak Annk pada tingkat usia pendidikan Anak
yang berusia diatas 12 tahun hingga dibawah 18 tahun,
bersifat  independen dan  tidak  beraviliasi  kepada
organisasi politik,

18] Dunia Ussha adalah usaha mikro, usaha kecil , usaha
menengah, usaha besar yang melakukan kegiatan
ekonomi di Indonesia dan berdomisil di Indonesia.

19) Media Massa adalah sarana penyampaian pesan yang
berhubungan langsung dengan Masyarakat luas misalnya
radio, televisi, surat kabar dan berbasis digital.

. Maten vang akan diatur

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peratruan

Daerah (RANPERDA) Penyelemggaraan KLA adalah sebagal

berikut:

BAB | Ketentuan Umum

BAB Il Indikator KLA terdirl dari:

2. penguatan kelembagaan; dan

b. klaster hak Anak.

BAB Il Penyelenggaraan KLA

Tahapan penyelengearaan KLA meliputi :
4. perencanaan,

b. pra KLA;

c. pelaksanaan; dan

d. evaluasi dan pelaporan,

BAB IV KECAMATAN LAYAK ANAK DAN NAGAR! PEDULI

ANAK

BAB V PERAN SERTA

BAB VI PENDANAAN

BAB VIl KETENTUAN PENUTUP
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Presiden Nomeor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anal

B. Saran

Saran dalam Kajian akademik mengenai Kabupaten Layak
Anal ini yaitu sebagal herikut:

al  Perlu penanaman nilal  kepada masyarakat tlerkait
Kabupaten Layak Anak ini,

b)  Menyiapan segera peraturan Rupati tentang pembentukan,
tugas pokok, fungsi, dan mekanisme kerja guna tugas KLA
untule melaksanakan peraturan daerah

o) Agar diselenggarakan  konsultasi publik  sehingga
masyarakat dapat  memberikan  masukan dalam
penyusunan rancangan  peratucan Daerah Kabupaten
Padang Pariaman Tentang Kabupaten Layak Anak sesuai
dengan  asas  keterbukaan dan  ketentuan tentang
partisipasi masyaraked,
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DAFTAE PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, RPJMD th 2021,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 19452,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentarig Kesejahteraan Anak
Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nemor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Paerah;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Ferubashan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Presiden No 25 tahun 2021 Tentang kebijakan
Kabupatwn /Kota Lavak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdavaan Perempuan dan
Fertindungan Anak Nemor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Anak,

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Nomor B Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan
Anak,

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengemnbangan
Kahupaten/Kota Layak Anak

Persturar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/ Kota Lavalk Analk;

Peratiitun, Menteri Negara Pemberdaysan Perempuan Nomor 13
Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten /[Kota
Layak Anak:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.
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